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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 33 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOM OR 84 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN 2023 

Menim bang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a . bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 355 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahu n 2017, 
Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala 
Daerah; 

b . bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana 
Kerja Pemerintah Daera h (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2023 sam pai dengan triwulan II memperlihatkan 
adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 
kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, 
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan 
kegiatan serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran 
lebih tahu n anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 
tahu n berj alan , maka perlu adanya Perubahan Rencana 
Kerja Pem erintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ta sikmalaya 
Tahun 2023 ; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan h uruf b , perlu m enetapkan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 8 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

4. ndang- ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Da erah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pera turan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-U dang 
(Lembaran Negara Repub 'k Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambaha n Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tabu n 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara epublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah bebera pa kali terakhir dengan Undang-Undang 

om or 6 Tahun 2023 ten tang Peneta an Peraturan 
Pemerin tah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 ten tang Cipta Kerja menja di Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

6. Peraturan Pemerintah r omor 26 Tahun 2008 ten tang 
Rencana Tata Ruang Wilaya h Nasion al (Lembaran Negara 
Republik In donesia Tahun 2008 Nom or 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 
sebagaim ana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah 
Nom or 13 Tahun 2017 ten tang Perubah an Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 7 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
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Nornor 52 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 6323); 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 18 Tahun 
2020 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024; 

10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pernbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pernbangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pern angunan Jangka 
Mene gah Daerah, serta Tat Cara Perubahan Rencana 
Pernbangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pernbangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pernerintah Daerah (Berita Negara epublik 
Indonesia Tahunn 2017 Nornor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 98 Tahu n 2018 
tentang Sistern Inforrnasi Pernbangunan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nornor 1538); 

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 70 Tah n 2019 
tentang Sistern Inforrnasi Pernerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 1114); 

13 . Peraturan Menteri Dalarn Negeri orno 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifik asi, Kodefikasi, dan N ornenklatur 

erencanaan Pernbangunan dan Ke ang Daer h (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 ornor 1447); 

14. Peraturan Menteri Dalarn egeri Nomor 81 Ta hun 2022 
tentang Pedornan Penyusunan Rencana Kerja 
Perner intah Daerah Tahun 2 023; 

15. Kepu tu san Menteri Dalarn Negeri Nornor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Klasifikasi, Kodefikasi d an Nom enklatur erencanaan 
Pernbangun an dan Keuan an Daerah 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Bara t ornor 6 Tahun 
2009 ten tang Sistern Perencanaan Pernbangu an Daerah 
Provinsi Jawa Bara t (Lernbaran Daerah Tahu n 2009 Nornor 
6 Seri E, Tarnbahan Lernbaran Daerah Nornor 64); 

17 . Peraturan Dae ab Provinsi Jawa Barat ornor 22 Tahun 
2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2009-2029 (Lernbaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2010 Nornor 22 Seri E); 

18. Peraturan Daerab Provinsi Jawa Barat Nornor 28 Tahun 
2010 tentang Pengernbangan Wilayah Jawa Barat Bagian 
Selatan Tabun 2010-2029 (Lernbaran Daerab Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2010 Nornor 28 Seri E); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nornor 8 Tahun 
2021 tentang Perubahan Rencana Pernbangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tabun 2018-2023 
(Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tabun 2021 Nornor 
8, Tarnbahan Lernbaran Daerab Provinsi Jawa Barat Nornor 
252); 

20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nornor 25 Tahun 
2022 tentang Rencana Kerja Pernerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tabun 2023; 
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 
2012 ten ta ng Rencana Ta ta Ruang Wilayah Kabupa ten 
Tasikmalaya 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2) ; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2014 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabu paten Tasikmalaya Tahun 2014 Nom or 10 ); 

24. Peraturan Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
20 16 tentang Tata Cara Pembentukan Produ k Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

25. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang lenjadi 
Kewenangan Pem erintah Daerah Kabupaten Ta sikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2016 
Nomor 3); 

26. Peratu ran Daera h Kabupa ten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 7), s ebagaiman a telah . ah beb rapa kali 
erakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ta sikmalaya 

Nomor 3 Tahun 2021 ten tang Perubahan Kedu a a tas 
Pera uran Daerah Ka bupa en a sikmalaya omor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan erangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
202 1 Nomor 3); 

27. Pera tu ran Daera h a u paten Tasikmalaya Nomor 11 
Tahun 2021 ten tang Rencana Pembangun a n Jangka 
Menen gah Daerah Ka bu pa ten Ta sikmalaya Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Tahun 
202 1 Nom or 11); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOM OR 84 TAHUN 2022 TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
TASIKMALAYA TAH N 2023. 

Pasal I 

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupa ti Nomor 84 Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 (Berita 
Daerah Kabu paten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 84) diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen gundangan Peraturan 
Bupati ini dengan pen empatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diu dan gkan di Singaparna 
pada tanggal 2 mstus 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN l' SIKMALAY 

o 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal, 2 st us 2023 

BERITA DAERAH KABUP TEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 33 


